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ABSTRACT 

 

 Community policing (Polmas) has a very strategic function and role in 

realizing police partnerships with the community, so that together they are able to 

detect symptoms that can cause problems in the community, are also able to find 

solutions to anticipate problems and are able to maintain security and public 

order. directed at optimizing the performance of the Kerinci Police, including 

debriefing the Bhabinkamtibmas in Polsek-Police under the jurisdiction of the 

Kerinci Police. The purpose of the study is to find out the Optimization of 

Community Policing Strategy (Polmas) Based on Police Regulation Number 1 of 

2021 concerning Community Policing (Polmas) in the Legal Territory of the 

Kerinci Police. Research results As community police (polmas) intend to position 

themselves as community partners who become the actualization of the task of the 

police in the midst of society in creating security, in accordance with the basis for 

the formation of bhabinkamtibmas itself, namely to build partnerships with the 

community, by forming awareness the community for security and order, cannot 

depend on the Police, but also be carried out by themselves. Basically, realizing 

the ideal relationship between the police and society is not an easy thing. Some 

are very fast and some are slow. 

 

Keywords: optimization, strategy, community policing 

 

ABSTRAK 

 

Pemolisian masyarakat (Polmas) memiliki fungsi dan peran sangat 

strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara 

bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada 

masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema 

serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.Berbagai upaya 

diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres kerinci, termasuk pembekalan 

kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek wilayah hukum Polres kerinci. Tujuan 

penelitian mengetahui Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) 
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Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian 

Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci. Hasil penelitian 

Sebagai polisi masyarakat (polmas) bermaksud harus memposisikan diri sebagai 

mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah 

masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan 

bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan 

masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan 

ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka 

sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang 

ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan 

ada juga yang lambat.  

Kata kunci: optimalisasi, strategi, polmas 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah  

 

Indonesia Dalam kondisi pandemi saat ini, Polri memiliki tugas untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; melakukan fungsi penegakan 

hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Secara tegas dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

atau biasa disebut POLRI merupakan institusi penegak hukum,dan telah 

melakukan berbagai upaya reformasi birokrasinya dalam mencapai kinerja 

terbaik. Melalui reformasi menempatkan POLRI sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab dibidang keamanan, menciptakan keselamatan bagi 

masyarakat dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sebagai penegak hukum yang profesional memiliki hubungan baik dengan 

masyarakat untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat menuju masyarakat 

sipil yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. 

Di lihat dari berbagai catatan reformasi POLRI, tugas Polri selalu 

mengabdi kepada masyarakat dan selalu dekat dengan masyarakat, karena Polri 

diciptakan untuk tujuan sosial-ke-sosial. Polri berfungsi dengan baik untuk 

melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak diinginkan, tidak hanya untuk 

kepentingan negara, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Polri dikelola 

untuk mendukung pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Polri sebagai 

fungsi keamanan dalam negeri. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut 

memberikan rasa aman bagi negara, masyarakat dan kekayaannya dari tindakan 

atau kegiatan kriminalitas dan bencana alam. 

Pelaksanaan tugas Polri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalamnya terdapat pembagian 

kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan dan 

mengoptimalkan pencapaian fungsi dan peran sasaran, serta pentingnya 

melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya telah 

dilakukan untuk mengupayakan pembagian wilayah hukum kepolisian sejalan 
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dan sejalan dengan Pemerintah Daerah serta sistem peradilan yang ada serta 

beroperasi secara terintegrasi. Mengingat pentingnya menjalankan peran Polri, 

maka pelaksanaan tugas mengikuti luas wilayah dan kondisi penduduk, sehingga 

kewenangan kepolisian berbeda dengan wilayah administrasi pemerintah daerah 

dalam menjalankan tugasnya.  

Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan kemajuan pembangunan yang 

mendorong terbentuknya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan/atau 

kecamatan baru, akan dibentuk satuan polisi baru untuk keselamatan dan 

ketertiban umum. Hal ini dikarenakan keselamatan dan keamanan sangat 

penting sebagai salah satu aspek yang mendukung kelancaran pembangunan dari 

waktu kewaktu dan perkembangan saat ini. 

Polmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan 

polmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam 

rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan 

yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 

yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya 

ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan 

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu 

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. 

 Pemolisian masyarakat (Polmas) memiliki fungsi dan peran sangat 

strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga 

secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan 

problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk 

mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polres 

kerinci, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek 

wilayah hukumPolres kerinci. 

Brotodiredjo, dkk (1997:22) Keamanan dan ketertiban masyarakat 

yang dimaksud adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam 

secara keseluruhan atau individu dan yang bebas dari rasa takut atau 

kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan semua 

kepentingan atau kondisi bebas dari segala pelanggaran norma hukum. Kondisi 

ini adalah target tugas polisi nasional baik sebagai fungsi dan institusi. Keadaan 

ini yang menjadi sasaran tanggung jawab Polri baik sebagai fungsi maupun 

lembaga. 

 Ramadhan, (2018:132) Dalam upaya menciptakan sinergitas antara Polri, 

lingkungan masyarakat, dan komunitas maka dibentuk model Communtiy 

Policing atau Pemolisian Masyarakat (Polmas). Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No 1 tahun 2021, pengemban Pemolisian masyarakat di desa 

atau kelurahan adalah Bhabinkamtibmas. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan 

untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka 

mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis ertarik unuk melakukan 

penelitian dengan judul Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) 

Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian 

Masyarakat (Polmas) Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci 

tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:  Untuk mengetahui 

Optimalisasi Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Berdasarkan Peraturan 

Polri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam 

Wilayah Hukum Polres Kerinci? 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan agar secara runtut 

untuk memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian. 

Pada dasarnya metode penelitian ini dipakai agar tercapai hasil penelitian 

yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti secara ilmiah. Metode ini 

sangat memiliki arti penting dalam penentuan kegiatan dalam penelitian. 

Sehingga tercapai hasil penelitian yang memaparkan fakta yang sebenarnya 

mengenai objek penelitian. 

Menurut Narbuko,dkk 2007:44 Penelitian Deskriptif ialah Penelitian 

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi data. Tujuan secara khusus ialah pemecahan masalah 

secara sistematis dan faktual mengenai fakta. 

 

III. PEMBAHASAN 

 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang 

bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengelimininasi dari 

setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan 

ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam 

pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan 

melindungi serta menertibkan masyarakat. 

 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan 

(c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Terlebih lagi terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi tingkat kejahatan 

tinggi seperti wilayah perkotaan atau tingkat Kabupaten. 

Dengan demikian dengan adanya polmas, Polri dalam hal ini harus mampu 

membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu 

keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan 

polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga 

masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (crime 

prevention). 

Sebagai polisi masyarakat (polmas) bermaksud harus memposisikan diri 

sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di 
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tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar 

pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan 

dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan 

keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan 

oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan 

masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses 

sangat cepat dan ada juga yang lambat.  

Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan 

segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk 

kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. 

Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama 

dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap 

muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Fungsi-fungsi pembinaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah 

seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan 

Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak 

polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-progam 

Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan 

paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka 

gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang 

demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak 

masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri 

yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah 

sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, 

narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam 

pelaksanaannya 
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